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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ Implementasi Nisbah Musyarakah Pada
Produk Rétaii di Bauk BRI Syarialt Waru Gateway ‘Dalam Perspekiifl Fatwa
DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000* ini adalah hasil penelitian lapangan
untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Sistem Pelaksanaan Perhitungan
dan Pembagian Nisbah Musyarakah Produk Retail pada Bank BRI Syariah
Waru Gateway dan Bagaimana Analisis Fatwa DSN MUI terhadap Sistem
Pelaksanaan Perhitungan dan Pembagian Nisbah Musyarakah Produk Retail
Pada Bank BRI Syariah Waru Gateway.

Data yang dihimpun dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik
observasi, interview dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian
dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif verifikatif dengan pola pikir
induktif untuk memperoleh kesimpulan khusus, kemudian dianalisis dengan
menggunakan fatwa DSN MUIL

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, sistem pelaksanaan
perhitungan dan pembagian nisbah yang digunakan pada Bank BRI Syariah
Waru Gateway adalah metode revenue sharing, adapun formula
perhitungannya yaitu plafond x margin/revenue.

Sistem pelaksanaan perhitungan dan pembagian nisbah musyarakah
pada produk retail di Bank BRI Syariah Waru Gateway sudah sesuai dengan
fatwa DSN-MUI No. 15 DSN-MUL/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil
Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, karena dalam sistem perhitungan
nisbahnya menggunakan metode revenue sharing yang pembagiannya tanpa
mengurangi komponen biaya, selain itu pada sistem perhitungan dan
pembagian nisbah tersebut juga sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.
08/DSN. MUI/TV/2000, tentang Pembiayaan, Musyarakah,  karena tidak ada
jumlah yang ditentukan diawal dan ditetapkan oleh pihak bank. Dalam
literatur lain juga dijelaskan bahwa besarnya rasio bagi hasil juga
berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh oleh nasabah serta
penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil juga dibuat pada waktu akad.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada PT. Bank BRI
Syariah Waru Gateway supaya lebih meningkatkan lagi mutu pelayananya
dan lebih transparansi pada Sistem Pelaksanaan Perhitungan dan Pembagian
Nisbah Musyarakah Pada Produk Retail.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu sistem kehidupan yang bersifat komprehensif,
yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, politik maupun
kehidupan yang bersifat spiritual. Hal ini scbagaimana yang telah dijelaskan

dalam al-Qur’an surat an-Nahl ayat 89

Jw 2 o
c0r 20 o

e Io J,‘s

“Dan kami turunkan kepadamu AI-Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan
segala sesuatu”)

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

secara material maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain. Dalam

berinteraksi sebagaimana diatas seringkali melakukan transksi antara satu

dengan yang lainnya.

! Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an dan Terjemalinys, Yayasan
Penyelenggara/Penafsir Al-Qur’an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an,
(Jakarta : PT. Sygma Exa Grafika, 2007), 277



Islam menuntut pada umatnya untuk mewujudkan keislamannya dalam
seluruh aspek kehidupannya dan merupakan suatu sistem yang dapat
digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan
ekonomi yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.’

Keberhasilan dalam suatu masyarakat baik secara individual maupun
secara keseluruhan ditentukan oleh beberapa hal, termasuk lingkungan yang
dihadapi. Dalam tulisan Prof Ismail Nawawi ® , discbutkan bahwa”
keberhasilan itu ditentukan oleh kekuatan, dan tidak ada kekuatan kecuali
ditentukan dengan cara kerjasama dan kerjasama dapat dicapai dengan cara
saling menghormati.

Di dalam Syariat Islam kegiatan ekonomi juga sangat ditekankan guna
untuk memenuhi segala kebutuhan manusia dalam kehidupanya. Salah satu
kontribusi Syariat Islam dalam perekonomian seperti berdirinya lembaga
kevangan syariah yang salah satu di antaranya adalah Bank Syariah yang
berdasarkan pada Syariat Hukum Islam.

Bank Syariah adalah bank yang menggunakan prinsip bagi hasil secara
adil. Berbeda dengan Bank konvensional yang berdasarkan pada bunga. Bank
syariah juga dapat diartikan sebagai bank yang dalam prinsip, operasional,

maupun produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang

2Abdul Hadi, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: PMN dan IAIN PRESS,
2010), 2-3

? Ismail Nawawi, Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam, (Surabaya: ITS Press, 2010), 1



terkandung dalam Al-Qur’an dan petunjuk-petunjuk operasional hadist Nabi
Muhammad SAW.*

Seperti diketahui, Bank Syariah sebagaimana Bank Konvensional
adalah lembaga perantara keuangan namun beroperasi pada Syariat ajaran
Islam. Bank konvensional dan Bank Syariah memilki persamaan, terutama
dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer
yang digunakan. Tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar di antara
keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha
yang dibiayai, dan lingkungan kerja.’

Salah satu prinsip yang digunakan dalam Bank Syariah adalah Prinsip
bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil ini akan mendorong investor untuk
menanam uang mereka di Bank. Kongsi atau kerjasama dalam Bank Syariah
ini akan menanggung untung dan rugi bersama, dan berbeda dengan sistem
perbankan modern, di mana kerugian hanya akan ditanggung oleh peminjam
sedangkan pemberi pinjaman akan dibebaskan dari segala kerugian.®

Adanya Perbankan Syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya
Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia

(MUI) dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di

2001),

66-67

4 Buchari Alma, Management Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2009 ), 7

> Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani,
29

® Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di lindonesia, (Y ogyakarta: Genta Press, 2008),



masyarakat terutama masyarakat Islam yang banyak berpendapat bahwa bunga
bank itu haram karena termasuk riba yang merupakan pembayaran yang telah
diperjanjikan sebelumnya’.

Pada tahun 1997 MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN).
DSN ini dibentuk untuk menjawab kekhawatiran terjadinya perbedaan fatwa
yang dikeluarkan oleh DPS di masing-masing LKS. Oleh karena itu, DSN ini
membawahi seluruh DPS/LKS di Indonesia®.

Sejarah perkembangan industri perbankan Syariah tidak terlepas dari
kelvarnya peraturan tentang perbankan yaitu, UU No 7 tahun 1992 yang
membolehkan operasional bank dengan sistem bagi hasil di Indonesia, UU No
10 tahun 1998, yang mengatur tentang dual banking-system yaitu peraturan
yang membolehkan setiap bank konvensional membuka sistem pelayanan
syariah di cabang nya, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah
yang mengatur khusus untuk aturan-aturan di perbankan syariah mengenai
kelembagaan dari Bank Syariah.

Perkembangan dunia perbankan syariah terlihat semakin kompleks,
dengan berbagai macam jenis produk dalam berbagai keunggulan-
keunggulannya. Keadaan yang kompleks ini telah menciptakan pesaing baru

dalam dunia perbankan syariah, bukan hanya persaingan antar bank syariah

7 Buchari alma, Management Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2009 ), 28

8 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani,
2001), 235



akan tetapi juga antara bank syariah dengan lembaga keuangan syariah yang
lainnya.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah antara lain
prinsip wadiah, prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip jasa dan prinsip bagi
hasil. Dengan adanya prinsip bagi hasil yang diberlakukan di Bank Syariah
akan semakin menambah keinginan masyarakat Islam umntuk berinvestasi
secara Syariah.

Prinsip bagi hasil hanya terdapat dalam akad mudharabah dan
musyarakah, sesuai yang dijelaskan di dalam UU No. 21 Tahun 2001 terkait
tentang pembiayaan murabahah dan musyarakah, dan juga djelaskan pada
fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang nisbah musyarakah,
sedangkan untuk metode pembagiannya dijelaskan dalam Peraturan Bank
Indonesia No. 08/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dengan
menggunakan metode bagi untung (profit sharing) atau metode bagi
pendapatan (Revenue sharing).

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, Bank BRI Syariah
memiliki produk-produk diantaranya: produk finding (penghimpunan dana)
dan produk /ending (penyaluran dana). Adapun macam-macam produk /ending
BRI Syariah yaitu produk KKB iB BRIS, Produk KMG iB BRIS, Produk KPR

iB BRIS, Mikro iB BRIS, dan Retail iB BRIS. BRI Syariah melakukan



kegiatan operasionalnya sama seperti bank umum lainnya yaitu kegiatan
funding dan kegiatan /ending. Adapun dalam kegiatan Jending BRI Syariah
mempunyai produk diantaranya pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak
atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak
memberikan kontribusi dana (modal) dengan bagi hasil atau keuntungan sesuai
dengan kesepakatan.” Hasil dari usaha tersebut dibagi antara antara pihak bank
sebagai pemilik modal dengan pengelola usaha sesuai dengan nisbah bagi hasil
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah. Transaksi
musyarakah dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerja sama
untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dan
semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih akan dijalankan dan
dikelola secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah diatur dengan kontrak yang menyatakan secara terperinci
mengenai aturan dan syarat-syaratnya. Hal ini digunakan untuk memastikan
bahwa saham modal bank plus keuntungannya seperti yang diharapkan

didalam kontrak diberikan kepada bank pada saat jatuh tempo.'°

® Panduan Praktis Pemilihan dan Penggunaan Akad Syariah PT. Bank BRI Syariah (Jakarta,
10 Nofember 2011) 44

'° Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di lindonesia, (Yogyakarta: Genta Press, 2008),
130



Pembiayaan di BRI Syariah pada umumnya terbagi menjadi 3 bentuk,
diantaranya pembiayaan mikro untuk usaha 5 — 500 juta, pembiayaan retail
untuk usaha diatas 500 juta — 5 Milyar dan pembiayaan komersial diatas 5
Milyar. Pembiayaan Retail merupakan pembiayaan yang digunakan untuk
pengembangan usaha dengan akad musyarakah yang menggunakan prinsip
bagi hasil.

Pada pembiayaan musyarakah pada umumnya menggunakan prinsip
bagi hasil. Hasil dari keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan
bersama diawal sebelum melakukan usaha dengan bentuk nisbah bagi hasil.
Adapun prinsip bagi hasil di BRI Syariah menggunakan metode Revenue
sharing (pendapatan), untuk sistem menghitung nisbahnya yaitu plafon x
margin/revenue’’. Oleh karena itu, tampak terlihat kesenjangan bahwa sistem
perhitungan nisbah yang digunakan dalam produk retail di BRI Syariah belum
sesuai dengan perhitungan bagi hasil musyarakah pada umumnya. BRI Syariah
menggunakan unsur margin yang biasa digunakan dalam jenis akad
murabahah. Untuk kepentingan itulah kiranya peneliti ingin melakukan kajian
lebih lanjut.

B. Identifikasi Masalah
Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik

sebuah identifikasi masalah, dan melalui identifikasi masalah tersebut yang

! Hasil Wawancara dengan Account Officer BRI Syariah Waru Gateway, Hendri Hermawan
(Selasa, 24 April 2012)



akan mengantarkan penulis untuk merumuskan sebuah permasalahan yang

menjadikan tanda tanya bagi penulis.

Dalam hal ini penulis akan menyebutkan beberapa identifikasi masalah

yang ada diantaranya:

1.

2.

Prinsip-prinsip pada Bank Syariah

Regulasi Perbankan Syariah

Perkembangan Bank Syariah dalam berbagai keunggulannya
Persamaan teknis Bank Syariah dan Bank Konvensional
Perbedaan mendasar Bank Syariah dan Bank Konvensional
Macam-macam pembiayaan pada Bank BRI Syariah Waru
Gateway

Bentuk pembiayaan musyarakah pada Bank BRI Syariah Waru
Gateway

Macam-macam Produk Bank BRI Syariah Waru Gateway
Sistem pelaksanaan perhitungan dan pembagian nisbah
Musyarakah produk Retail pada Bank BRI Syariah Waru

Gateway

10. Analisis fatwa DSN-MUI terhadap pelaksanaan sistem

perhitungan dan pembagian nisbah musyarakah



C. Batasan Masalah
Dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka masalah
yang akan dibahas dalam studi ini terbatas hanya pada permasalahan sistem
pelaksanaan perhitungan dan pembagian nisbah Musyarakah produk Retail
pada Bank BRI Syariah Waru Gateway dan Analisis fatwa DSN-MUI terhadap
pelaksanaan sistem perhitungan dan pembagian nisbah musyarakah.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana sistem pelaksanaan perhitungan dan pembagian nisbah
musyarakah produk retail pada Bank BRI Syariah Waru Gateway?
2. Bagaimana menurut Fatwa DSN-MUI terhadap pelaksanaan
sistem perhitungan dan pembagian nisbah musyarakah produk
retail pada Bank BRI Syariah Waru Gateway?
E. Kajian Pustaka
Tinjauan pustaka pada intinya untuk mendapatkan gambaran hubungan
topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh
penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dan deskripsi tentang
kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas

bahwa kajian yang sedang dilakukan tidaklah merupakan pengulangan.
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Pembiayaan tentang musyarakah telah dibahas oleh Nur laily dengan
judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Revenuwe sharing pada produk
pembiayaan musyarakah di Bank BRI Syariah KCP Surabaya Kaliasin”,
dengan kesimpulan 1. Sistem bagi hasil yang di tetapkan di Bank BRI Syariah
berdasarkan pada Revenue sharing dimana perhitungannya bertitik tolak dari
pengelola dana yaitu pendapatan usaha tanpa dikurangi dengan beban usaha
untuk mendapatkan pendapatan usaha. 2. Sistem Revenue sharing di Bank BRI
Syariah tidak sesuai dengan hukum Islam alasannya karena belum tentu suatu
usaha yang mendapatkan pendapatan juga mendapatkan keuntungan.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas masalah sistem
pelaksanaan perhitungan dan pembagian nisbah dengan judul Implementasi
Nisbah Musyarakah Bank BRI Syariah Waru Gateway pada Produk Retail
Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000, yang berbeda
dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas pada masalah Revenue
sharing.

F. Tujuan Penelitian
Berkenaan dengan hasil rumusan masalah diatas, maka studi ini bertujuan
untuk :
1. Untuk memperoleh pengetahuan implementasi nisbah bagi hasil yang
menggunakan metode Revenue sharing pada Bank BRI Syariah Waru

Gateway.
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2. Untuk mengetahui pandangan fatwa DSN-MUI terkait tentang sistem
pelaksanaan perhitungan dan pembagian nisbah bagi hasil musyarakah
pada Bank BRI Syariah Waru Gateway.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai produk perbankan
khususnya tentang sistem pelaksanaan perhitungan dan pembagian nisbah
bagi hasil musyarakah.

2. Untuk memuaskan rasa ingin tahu penulis terhadap pembiayaan produk
Retail serta sistem pembagian nisbah bagi hasilnya.

H. Definisi Operasional

Pada definisi operasional ini akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan
Judul skripsi ini. Dan judul skripsi ini adalah Implementasi Nisbah
Musyarakah Bank BRI Syariah Waru Gateway pada Produk Retail Dalam
Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 15/DSN-MUI/IX/2000. Dari judul ini dapat
dipahami bahwa di dalamnya akan dibahas mengenai sistem pelaksanaan dan
pembagian nisbah musyarakah produk Retail dalam Perspektif fatwa DSN-
MUI. Namun untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman dan interpretasi
terhadap pengertian yang dimaksud, maka akan dijelaskan beberapa kata atau

kalimat yang terangkai dalam judul tersebut sebagai berikut:
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Implement asi : Pelaksanaan atau Penerapan'?

Nisbah Musyarakah  : Bagi hasil yang diperoleh antara nasabah
dan pemilik modal dari hasil usaha yang
telah dijalankan dengan kesepakatan bahwa

keuntunan dan resiko akan ditanggung
bersama.

Produk Retail : Pembiayaan untuk usaha diatas 500 jt—-5 M
yang digunakan untuk pengembangan
usaha.

Fatwa MUI : Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama
Indonesia yang digunakan sebagai acuan
dalam pelaksanaan operasional Bank
Syariah, dalam hal ini Fatwa DSN MUI

No. 08/DSN-MUL/TV/2000.

I. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang

mengambil pola studi kasus di BRI Syariah Waru Gateway.

12 pjus A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Popular, (Surabaya, Arkola, 1994)
237
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1. Lokasi/daerah penelitian dilaksanakan di J1. Letjen S. Parman
Ruko Gateway Waru-Sidoarjo.
2. Data yang dihimpun
a. Data tentang profile BRI Syariah
b. Data tentang proses pengajuan pembiayaan produk Retail.
c. Data tentang sistem pembiayaan musyarakah
d. Data tentang ketentuan dan syarat pengajuan pembiayaan
musyarakah
3. Sumber data
a. Sumber data primer
Sumber data primer merupakan sumber data yang
langsung memberikan data kepada penggumpul data'® yang
berupa informan, dalam penelitian ini terdiri atas: Pimpinan
Cabang Pembantu BRI Syariah Waru Gateway, dan Account
Officer yang memegang produk retail, diantaranya:
1. Rully Ristiawan

2. Hendri Hermawan

3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008),
225



¥ id, 225
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b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder merupakan sumber data yang
tidak langsung memberikan data kepada pengupul data' atau
yang sudah di salin seperti dokumen, dan pustaka yang terdiri
dari buku-buku, brosur, laporan penelitian dan kajian pustaka

lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini, diantaranya

. Abdul Hadi. 2010. Dasar-Dasar Hukum Ekonomi

Islam. Surabaya: PMN dan IAIN PRESS.

. Buchari Alma. 2009. Management Bisnis Syariah.

Bandung: Alfabeta.

. Heri Sudarsono. 2003. Bank dan Lembaga

Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.

. Hirsanuddin. 2008. Hukum Perbankan Syariah di

Indonesia. Yogyakarta: Genta Press.

. Ismail Nawawi. 2010. Hukum Peganjian dalam

Perspektif Islam. Surabaya: ITS Press.

. Panduan Praktis Pemilihan dan penggunaan Akad

Syariah, 2011, Jakarta: PT. Bank BRI Syariah



7. Fatwa DSN MUI No.08/DSN — MUITV/2000

8. Fatwa DSN MUI No.15/DSN — MUI/IX/2000

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi (pengamatan)

Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan
pengamatan secara langsung, dan dalam penelitian ini
digunakan untuk mengamati praktek tentang sistem
pelaksanaan dan pembagian nisbah musyarakah kredit

Bank BRI Syariah pada produk Retail di Gateway Waru. '°

. Interview (wawancara)

Merupakan teknik wawancara yang digunakan untuk
memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat
diperoleh lewat pengamatan yaitu dengan mengadakan
Tanya jawab kepada Account Officer produk retail BRI
Syariah Waru Gateway dan Pimpinan Cabang Pembantu
yang terkait dengan permasalahan tentang pelaksanaan

sistem pembagian nisbah musyarakah. '°

1> Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 26

16 Ibid,, 59
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c. Dokumentasi
Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan
metode observasi dan wawancara dalam penelitian
kualitatif dan Merupakan suatu cara penggalian data
terhadap masalah-masalah yang diinginkan melalui berkas-
berkas yang ada, yang digunakan untuk mengumpulkan
data yang berkaitan dengan pembiayaan produk Retail dan
pembagian nisbah musyarakah di BRI Syariah Waru

Gateway '’

5. Teknik analisis data
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,
observasi dan dokumentasi, yang selanjutnya akan
dikembangkan menjadi hipotesis. Adapun analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Verifikatif
dengan pola pikir Induktif. Deskriptif Verifikatif '® yaitu
mendeskripsikan atau menggambarkan suatu obyek yang

sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti

' Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008),
240

'8 Ibid, 253
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menjadi jelas, dalam hal ini menggambarkan mengenai sistem
pelaksaan pembagian dan perhitungan nisbah dengan menilai
fakta yang ada dilapangan, apakah sudah sesuai dengan fatwa
DSN-MUI apa belum. Pola pikir Induktif yaitu pola pikir yang
digunakan dalam memahami suatu data yang bersifat khusus
ke umum yaitu terkait tentang sistem perhitungan nisbah
musyarakah produk retail dan fatwa DSN-MUI No. 15 Tahun
2000, dan setelah menggambarkan sistem perhitungan dan
pembagian nisbah produk retail yang ada pada BRI Syariah
Waru Gateway dengan menilai fakta yang terjadi dilapangan
apakah sudah sesuai apa belum dengan fatwa DSN-MUI No.
15 Tahun 2000, kemudian ditarik suatu kesimpulan.
J. Sistematika Pembahasan
Penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab. Masing-masing Bab
mempunyai sub-sub yang satu sama lain ada korelasi yang saling berkaitan
sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika dalam pembahasan ini
adalah:
Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang menguraikan latar
belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian,

dan sistematika pembahasan.
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Bab kedua berisi tentang pembahasan mengenai profil BRI Syariah,
ketentuan dan syarat pembiayaan produk retail, proses pengajuan pembiayaan
produk retail, sistem pembiayaan musyarakah BRI Syariah, serta sistem
perhitungan dan pembagian nisbah musyarakah pada produk retail.

Bab ketiga berisi landasan teori tentang nisbah musyarakah dalam
fatwa DSN-MUI No. 15 Tahun 2000 dan pembiayaan musyarakah fatwa DSN-
MUI No. 08 Tahun 2000, serta literatur lain yang membahas masalah
Musyarakah.

Bab keempat berisi tentang analisis fatwa DSN-MUI terhadap sistem
perhitungan dan pembagian nisbah musyarakah pada produk retail Bank BRI
Syariah Waru Gateway

Bab kelima berisi tentang penutup yaitu kesimpulan dari pembahasan

yang merupakan jawaban dari rumusan-rumusan masalah dan saran



BAB II

IMPLEMENTASI PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN NISBAH
MUSYARAKAH BANK BRI SYARIAH WARU GATEWAY PADA

PRODUK RETAIL

A. Profil BRI Syariah

1.

Sejarah BRI Syariah

Berawal dari akuisisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia,
pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan ijin
dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Bank Jasa Arta dari
bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka
lahirlah Bank umum syariah yang diberi nama PT. Bank Syariah BRI (yang
kemudian disebut dengan nama BRI Syariah) pada tanggal 17 November

2008.

Nama BRI Syariah dipilih untuk menggambarkan secara langsung
hubungan Bank dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
selanjutnya disebut Bank Rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu bank

terbesar di Indonesia. BRI Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank

19



20

Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat

Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.'

Pada tanggal 19 Desember 2008,telah ditanda-tangani akta pemisahan
unit usaha syariah. Penandatanganan akta pemisahan telah dilakukan oleh
Bp. Sofyan Basir selaku Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia dan Bp.
Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama BRI Syariah, sebagaimana akta
pemisahan No. 27 tanggal 19 Desember 2008 dibuat di hadapan notaris

Fathiah Helmi SH di Jakarta.

Peleburan unit usaha syariah Bank Rakyat Indonesia ke dalam BRI
Syariah ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Adapun yang

menjadi pemegang saham BRI Syariah adalah

e PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 99,99967%
e Yayasan kesejahteraan pekerja BRI sebesar 0,00033%
2. Visi dan Misi BRI Syariah

a. Visi BRI Syariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan
financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk

kehidupan lebih bermakna.

'Http://www.BRI Syariah.co.id/sejarah-BRI Syariah, (Jum’at 06 April 2012)
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b. Misi BRI Syariah

Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam
kebutuhan finansial nasabah

Menyediakan produk dan layanann yang mengedepankan etika
sesuai prinsip syariah

Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun
dan dimanapun

Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup

dan menghadirkan ketentraman pikiran



c. Struktur Organisasi BRI Syariah Waru Gateway

Rully ristiawan
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B. Ketentuan dan Syarat Pengajuan Pembiayaan Produk Retail

Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan produk retail harus
mengikuti ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku di BRI Syariah, adapun
ketentuan untuk mendapatkan pembiayaan musyarakah produk retail antara
lain, seorang nasabah harus melengkapi persyaratan administrasi yang telah
disiapkan oleh pihak bank, untuk nasabah lama yang ingin bermaksud untuk
melakukan pembiayaan kembali, harus mempunyai nama yang baik atas
pembiayaan yang diterima sebelumnya, dan setiap permohonan baik nasabah
baru atau lama akan dilakukan pemeriksaan atas usaha dan jaminan serta analisa
pembiayaan oleh pihak bank.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mengajukan
pembiayaan produk retail diantaranya yaitu, Foto copy KTP pemohon dan
suami/istri, Surat Nikah, dan Kartu Keluarga, Foto copy rekening Koran /
tabungan 3 bulan terakhir, dan Slip Gaji Asli, Foto copy neraca dan laba rugi 3
tahun terakhir, Pas photo 4 x 6 masing-masing 1 lembar, Foto copy NPWP
Pribadi / SPT PPh, dan Foto copy dokumen SHM / SHGB, IMB dan PBB
terbaru.

C. Proses Pengajuan Pembiayaan Produk Retail
Proses pengajuan pembiayaan Produk Retail dimulai dari nasabah beserta

kelengkapannya meliputi persyaratan-persyaratannya, diserahkan kepada
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Customer servis, kemudian setelah semua berkas telah lengkap, Customer Servis
akan menyerahkan kepada pimpinan, kemudian pimpinan menyerahkan semua
berkas nasabah kepada Account officer.

Selanjutnya, Account officer melakukan analisis terhadap kelayakan
permohonan pembiayaan dari nasabah, dan apabila analisis dari Account officer
telah selesai dan layak untuk dibiayai, maka berkas tersebut segera diajukan
untuk mendapatkan persetujuan, setelah mendapatkan persetujuan maka bagian
administrasi pembiayaan segera untuk menjadwalkan waktu pelaksanaan
realisasi pembiayaan, dan setelah realisasi pembiayaan telah selesai diperiksa
kelengkapannya, maka akan segera mendapatkan persetujuan untuk proses
pencairan dana, kemudian pimpinan menyiapkan dana yang dibutuhkan oleh
nasabah, setelah proses pencairan dana telah selesai maka bagian administrasi
pembiayaan segera membuat dokumentasi.”

D. Sistem Pembiayaan Musyarakah BRI Syariah

Pembiayaan Musyarakah BRI Syariah merupakan akad kerjasama
pembiayaan antara bank syariah atau beberapa lembaga keuangan secara
bersama-sama dengan nasabah, untuk mengelola suatu kegiatan usaha dimana
masing-masing menyertakan dana sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan

kegiatan usaha dipercayakan kepada nasabah.’ Pembiayaan musyarakah

? Hasil Wawancara dengan Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah Waru Gateway, Bapak
Rully Ristiawan (Selasa, 10 April 2012)

3Hasil Wawancara dengan Bapak Rully Ristiawan
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merupakan salah satu produk Jending BRI Syariah, yang merupakan
pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil.

Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala
perkembangan usaha kepada bank. Bank dapat melakukan intervensi terhadap
kebijakan usaha. Dan keuntungan usaha dibagi menurut perbandingan (nisbah)
yang disecpakati dan pada akhir masa kerjasama, dan nasabah harus
mengembalikan modal usaha kepada pemilik dana, apabila rugi atau gagal usaha
akan ditanggung bersama secara proporsional.

Pada setiap permohonan pembiayaan musyarakah baru, ada beberapa
ketentuan internal yakni bank diwajibkan untuk menerangkan sistem dari
pembiayaan musyarakah serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan
antara lain meliputi: sistem pembiayaan musyarakah sebagai bentuk kerja sama
investasi bank ke nasabah, definisi profit sharing atau revenue sharing,
keikutsertaan dalam skema penjaminan, dan tata cara perhitungan bagi hasil,
bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan
musyarakah, dan pada formulir teresebut wajib diinformasikan mengenai: usaha
yang ditawarkan untuk dibiayai, jumlah kebutuhan dana investasi dan jangka
waktu investasi.

Dalam proses permohonan pembiayaan musyarakah, bank wajib
melakukan analisis mengenai: kelengkapan administrasi, aspek personal, dan

aspek usaha yang meliputi pengelolaan (managemen), produksi, pemasaran dan
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keuangan kemudian bank menyampaikan tanggapan atas permohonan tersebut
sebagai tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan.

Pada waktu penandatanganan akad antara para nasabah dan bank, pada
kontrak akad tersebut wajib diinformasikan mengenai: tanggal dan tempat
melakukan akad, definisi dan sistem pembiayaan musyarakah, usaha yang
dibiayai, posisi nasabah dan bank adalah sebagai pemilik modal, penentuan
pihak yang akan mengelola usaha, hak dan kewajiban bank dan pihak pengelola,
investasi yang ditanamkan, dijamin atau tidak, jumlah uang yang akan
disetorkan atau diinvestasikan oleh para pihak, jangka waktu pembiayaan,
pembagian keuntungan adalah sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati
bersama, metode perhitungan (profit sharing atau revenue sharing), dan status
penjaminan pembiayaan.

Bank dan para pihak nasabah wajib menyetorkan dana sebesar nominal
yang ditulis dalam formulir permohonan sebagai bukti investasi tunai bukan
utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan proporsi yang
disepakati. Dengan asumsi bank adalah partner, maka bank wajib melakukan
pengawasan atas pengelolaan usaha, dan bank wajib meminta kepada pengelola
untuk melaporkan bagi hasil berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi
dengan baik, termasuk didalamnya penentuan komponen-komponen biaya
terutama untuk skema profit sharing untuk menghindari ketidakpastian dalam

kontrak yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
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Adapun prinsip-prinsip musyarakah BRI Syariah® diantaranya: Proyek
atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan feasible dan tidak bertentangan
dengan syariah, Pihak-pihak yang turut dalam kerjasama memasukkan dana
musyarakah, dengan ketentuan: Dapat berupa uang tunai, Dana yang terhimpun
bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha, Pengelola usaha dapat
merupakan pemilik modal atau orang yang ditunjuk oleh pemilik modal, Pemilik
modal dapat melakukan intervensi atas kebijakan usaha, Bagi hasil (nisbah)
didasarkan atas porsi kontribusi modal atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pembiayaan pada umumnya terbagi menjadi 3 bentuk diantaranya yaitu:
pembiayaan mikro untuk usaha 5 jt — 500 jt, pembiayaan Retail untuk usaha
diatas 500 jt — 5 M, dan pembiayaan komersial untuk usaha diatas 5 M.
pembiayaan Retail digunakan untuk pengembangan usaha dengan menggunakan
prinsip bagi hasil.

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan BRI Syariah
mempunyai produk funding (penghimpunan dana) dan produk Jending
(penyaluran dana). Adapun produk-produk /ending BRI Syariah Waru Gateway

diantaranya:

4 Buku panduan BRI Syariah
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1. Fitur Produk KKB iB BRIS

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) BRI Syariah iB Kini hadir
sebagai sarana untuk memperoleh pembiayaan mobil baik kondisi baru
maupun bekas pakai secara cepat, syarat mudah dan sesuai syariah.

KKB BRI Syariah iB merupakan pembiayaan kepemilikan mobil yang
diinginkan dengan menentukan sendiri pilihan merk yang anda inginkan dan
besarnya cicilan disesuaikan dengan pendapatan nasabah.

KKB BRI Syariah iB menggunakan transaksi berprinsip syariah yaitu
akad Murabahah. Pada produk ini, ditentukan minimal plafondnya sebesar
Rp. 50.000.000,- dan maksimal Rp. 1.000.000.000,- untuk mobil baru atau
Rp. 600.000.000,- untuk mobil bekas. Sedangkan jangka waktu pinjamannya
adalah minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Usia mobil saat jatuh tempo
adalah maksimum 8 tahun dari bulan penerbitan BPK.

2. Fitur Produk KMG iB BRIS

Produk Pembiayaan Kepemilikan Multi Guna (KMG) iB adalah
fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan Bank Rakyat Indonesia
Syariah (BRIS) kepada nasabah BRI Syariah perorangan untuk kepemilikan
barang-barang multi guna selain rumah dan mobil dengan pembayaran secara

angsuran / mencicil dalam jangka waktu yang disepakati.
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3. Fitur Produk KPR iB BRIS

Kepemilikan Rumah (KPR) BRI Syariah iB dengan skim pembiayaan
secara jual beli (murabahah) mewujudkan keinginan nasabah memiliki rumah
di lokasi yang strategis, proses yang relatif cepat, syarat mudah, margin
kompetitif dan sesuai syariah. Tidak hanya memiliki rumah, berbagai
keperluanpun dapat dipenuhi dengan KPR BRI Syariah iB. Termasuk
menikmati fasilitas yang diberikan untuk pembelian rumah baik baru maupun
bekas, pembelian tanah kavling siap bangun, pembangunan rumah, renovasi
rumah/apartemen/ruko dengan fasilitas persyaratan mudah dan proses cepat,
dan angsuran tetap sepanjang jangka waktu pembiayaan.

Adapun persayaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin
mengajukan pembiayaan KPR diantaranya yaitu, foto copy KTP pemohon,
surat nikah dan kartu keluarga, foto copy tabungan 3 bulan terakhir, surat
keterangan kerja/ jabatan/ FC SK pegawai tetap dan slip gaji asli, pas photo 4
X 6 masing-masing 1 lembar, foto copy surat pemesanan pembelian dari
Developer (KPR Baru), foto copy dokumen SHM dan PBB terbaru, foto copy
surat perjanjian kredit dari bank asal (KPR Take Over).

4. Fitur Produk Mikro iB BRIS

Unit mikro iB BRIS merupakan skim pembiayaan untuk usaha 5 jt —

500 jt yang tujuannya untuk kebutuhan modal kerja atau investasi, dengan

persyaratan umum yaitu warga Negara Indonesia dan berdomisili di
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Indonesia, wiraswasta yang usahanya sesuai dengan prinsip syariah, memilki
usaha tetap, jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua
atau anak kandung, biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang
berlaku.

. Fitur Produk Tabungan Haji iB BRIS

Untuk mewujudkan langkah terbaik dalam menyempurnakan ibadah,
Tabungan Haji iB BRIS merupakan tabungan investasi dari BRI Syariah bagi
calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan
Ibadah Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil. Manfaat dari tabungan Haji ini
bisa menciptakan suasana ketenganan, kenyamanan serta lebih berkah dalam
penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai dengan prinsip
syariah.

Adapun fasilitas yang diberikan oleh BRI Syariah diantaranya aman,
karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah, dapat
bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRI Syariah secara online,
gratis biaya administrasi tabungan, biaya asuransi jiwa dan
kecelakaan,,pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang anda
dapatkan, Online dengan SISKOHAT, kemudahan dalam merencanakan
persiapan ibadah haji anda, tersedia pilihan Kelompok Bimbinagan Haji
(KBIH), dana Talanagan Haji iB yang merupakan solusi terbaik mempercepat

ke Baitullah dengan persyaratan dan ketentuan mudah serta cepat.
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Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang
ingin mengajukan pembiyaan tabungan haji, diantaranya foto copy KTP yang
masih berlaku, setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya
Rp. 10.000,-

. Fitur Produk Dana Talangan Haji iB BRIS

Untuk memberi solusi terbaik mewujudkan langkah ke Baitullah, Dana
Talangan Haji ib BRI Syariah merupakan layanan pinjaman (Qardh) untuk
perolehan nomor porsi pelaksanaan Ibadah Haji dengan pengembalian yang
ringan dan pilihan jangka waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusannya
schingga Anda leluasa dalam mewujudkan niat menuju ke Baitullah. Manfaat
dari Dana Talangan Haji ini adalah solusi terbaik serta lebih berkah untuk
mewujudkan langkah ke Baitullah karena pembiayaan sesuai dengan prinsip
Syariah.

Adapun fasilitas yang diperoleh dari Dana Talangan Haji iB BRIS
diantaranya Dana Talangan Haji maksimum Rp. 18 juta/orang dan juga dapat
untuk anggota keluarga lain dengan maksimal 6 orang, pilihan jangka waktu
pengembalian yang fleksibel, pelunasan pinjaman secara sekaligus saat jatuh
tempo, Gratis asuransi jiwa sampai dengan usia 60 tahun, Online dengan
SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), dan syarat dan
ketentuannya yaitu perorangan, membuka Talangan Haji ib dengan minimal

saldo Rp. 2.050.000,- , biaya administrasi sesuai dengan jangka waktu
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pinjaman dan dibayar dimuka, Upah (ujroh) pengurusan Talangan Haji
dibayar di muka, dan dilengkapi dengan dokumen Fotokopi KTP (yang
masih berlaku), Kartu Keluarga dan Surat Nikah, Slip Gaji terakhir,
Rekening Koran/tabungan 3 bulan terakhir, dan Surat Keterangan

Penghasilan.

. Fitur Produk KLM iB BRIS

Produk BRI Syariah yang selanjutnya adalah KLM yaitu Kepemilikan
Logam Mulia. Logam mulia emas dapat melindungi asset. KLM BRI Syariah
iB membantu nasabah untuk dapat memiliki Logam Mulia dengan cara yang
mudah dan tidak merepotkan yaitu dengan cara pembiayaan cicilan ringan
serta proses yang cepat.

BRI Syariah menggunakan logam mulia emas ANTAM 24 Karat dan
Lokal sebagai objek pembiayaan. Emas merupakan logam mulia yang sangat
diminati oleh banyak orang. Emas juga merupakan barang mewah dan
merupakan investasi jangka panjang. Selain itu, BRI Syariah memilih objek
emas karena emas semakin lama mempunyai kecenderungan selalu naik
harganya dan nilainya tidak terlalu signifikan jika mengalami penurunan.
Kecenderungan naiknya emas dapat diperkirakan mencapai 20% setiap
bulannya.

Pembiayaan Kepemilikan Emas digunakan untuk nasabah yang ingin

memiliki emas dengan pembayaran mengangsur disertai dengan penahanan
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emas tersebut sebagai jaminan. Atas penahanan emas tersebut, nasabah akan
dikenakan biaya untuk sewa tempat emas dan biaya perawatan pada emas.
Emas yang dijadikan jaminan berada di bank dan akan diserahkan kepada
nasabah ketika angsuran tersebut sudah lunas.

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mengajukan
pembiayaan logam mulia ini. Syarat dan ketentuan tersebut antara lain
adalah sebagai berikut:

Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah pada saat pembiayaan
diajukan, Maksimum usia pemnsiun atau 65 tahun untuk wiraswasta dan
professional, Dikelola sesuai dengan prisip syariah dengan akad qardh dan
ijarah, Nasabah wajib membuka rekening tabungan atau giro di BRI Syariah,
Nasabah dapat diberikan diskon biaya pemeliharaan apabila membayar
angsuran qardh dan angsuran ijarah secara tepat waktu setiap 2 bulan
berturut-turut

Kemudian selain syarat dan ketentuan tersebut diatas, nasabah yang
melakukan pembiayaan juga harus melengkapi dokumen-dokumen seperti
melengkapi dan menandatangani aplikasi pengajuan KLM, melengkapi dan
menandatangani formulir pengenalan nasabah, menyerahkan fotokopi
identitas diri yang masih berlaku, surat persetujuan suami/istri untuk

pembiayaan logam mulia emas nilai tertentu serta menyerahkan kartu
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keluarga, NPWP, Slip gaji atau surat keterangan pengahasilan, fotokopi

rekening tabungan selama 3 bulan terakhir.

. Fitur Produk Gadai iB BRIS

Pilihan tepat penuh manfaat, tidak perlu pusing untuk memenuhi segala
kebutuhan anda. Gadai iB BRI Syariah kini hadir sebagai solusi terbaik untuk
memperoleh dana tunai dan investasi. Prosesnya cepat, mudah, aman, dan
sesuai syariah untuk ketentraman anda. Adapun manfaat yang diperoleh dari
produk Gadai ini diantaranya adalah pilihan tepat, penuh manfaat serta lebih
berkah karena pembiayaan dan investasi sesuai dengan syariah.

Fasilitas yang diperoleh oleh nasabah antara lain: persyaratan mudah
dan proses cepat, nilai pinjaman 90% dari nilai taksir barang, biaya
administrasi terjangkau dan berdasarkan berat emas, jangka waktu pinjaman
maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang, fleksibilitas dalam pelunasan
sesuai kemampuan, dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya penalty,
penyimpanan yang aman dan berasuransi syariah, dan mendapatkan sertifikat
Gadai Syariah. Adapun syarat dan ketentuan yaitu memiliki perhiasan emas

atau lantakan dan fotokopi KTP yang masih berlaku.

. Fitur Produk Retail iB BRIS

Memberikan solusi yang terbaik untuk mewujudkan usaha yang lebih
baik, BRI Syariah mempunyai Produk Retail yang merupakan pembiayaan

untuk usaha yang dikelola dengan prinsip Syariah, Pada pembiayaan produk
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Retail iB BRIS merupakan pembiayaan untuk usaha diatas 500 jt — 5 Milyar,
yang mempunyai tujuan untuk pengembangan usaha, dengan menggunakan
akad musyarakah yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu
usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana
(modal) dengan bagi hasil/keuntungan sesuai kesepakatan. Adapun
nasabahnya meliputi PT, CV, Firma, dan UD.
Untuk mengantisipasi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka BRI
Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah dapat berupa sertifikat
rumah, sertifikat tanah dan PBB terbaru. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan
musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya
penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan.
E. Sistem Perhitungan dan Pembagian Nisbah Produk Retail
Pembiayaaan musyarakah pada umumnya, modal merupakan salah satu hal
yang paling utama dalam melakukan kerjasama. Modal dalam kerjasama ini
berasal dari kedua belah pihak yaitu sebagian dari pihak bank syariah dan
sebagian dari pihak nasabah, didalam perjanjian awal atau pada saat akad
sedang berlangsung sudah diatur mengenai hak dan kewajiban dari masing-
masing pihak,dan juga kesepakatan bersama mengenai keuntungan yang akan
dibagi hasilkan. Pembagian keuntungan yang akan dibagi hasilkan dapat
menggunakan dua metode, dapat menggunakan metode bagi pendapatan

(Revenue sharing) atau metode bagi keuntungan (Profit sharing), apabila
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menggunakan bagi pendapatan berarti pembagian keuntungannya diperoleh dari
pendapatan tanpa dikurangi biaya-biaya, begitu pula sebaliknya apabila
menggunakan bagi untung, maka pembagian keuntungannya diperoleh dari
pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya. Dan hal yang paling penting adalah
kesepakatan bersama mengenai nisbah bagi hasilnya pada saat akad sedang
berlangsung, karena nisbah merupakan faktor yang penting dalam menentukan
bagi hasil antara pihak nasabah dan pihak bank syariah.

Adapun sistem perhitungan nisbah pada Bank BRI Syariah menggunakan
metode Revenwe sharing (bagi pendapatan) yaitu pembagian keutungan yang
diperoleh dari pendapatan tanpa dikurangi dengan biaya-biaya, dan formula
perhitungannya adalah plafon x margin/revenue’. Misalnya:

Bapak Hendry memiliki usaha pengadaan gula umtuk beberapa pasar
swalayan dan restoran dengan omzet Rp. 50 juta per bulan dan berniat
menambah modal sebesar Rp. 600 juta dengan keuntungan yang diharapkan dari
hasil usaha sebesar 2 %. Kemudian Bapak Hendry mendatangi bank syariah
untuk mencari solusi. Petugas bank syariah menawarkan pembiayaan

musyarakah sebagai berikut:

5 Hasil Wawancara dengan Account officer, Bank BRI Syariah Waru Gateway, Hendri
Hermawan (selasa, 24 April 2012)
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Jenis fasilitas : Pembiayaan Musyarakah
Tujuan penggunaan : Modal Kerja

Nilai Pembiayaan  : Rp. 600 juta

Jangka waktu : satu tahun

Margin 2%

Pendapatan usaha  : Rp. 50 juta

Nisbah bagi hasil : plafond x margin/revenue = 600 juta x 2 %
50 juta

=2.4%.

Jadi, nisbah bank adalah 2,4 % dan nisbah nasabah

adalah 97,6 %



BAB III

MUSYARAKAH MENURUT FATWA DSN MUI
No. 15/DSN-MUI'TX/2000

A. Nisbah Bagi Hasil Secara Umum

Konsep bagi hasil dalam aplikasi Lembaga Keuangan Syariah
merupakan salah satu kontribusi Syariat Islam dalam perekonomian umat dan
menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin berbisnis syariah.

Sebagai suatu bank yang berlandaskan pada syariat Islam, bank
syariah dalam menjalankan suatu kegiatan usaha tersebut tidak menggunakan
teknik-teknik financial dengan sistem bunga (inferest free) seperti pada bank
konvensional, melainkan dengan sistem bagi hasil.’

Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki
nuansa kemitraan yang sangat kental, dimana kemitraan (partmership)
merupakan suatu hubungan yang terjadi antara orang-orang yang melakukan
bisnis pada umumnya untuk memperoleh suatu keuntungan’. Hasil yang

diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati

ICik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2009) 68

? Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Press, 2008) 1

38
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oleh kedua belah pihak, dan bukan sebagaimana penetapan suku bunga pada
bank konvensional’.

Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu
akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi, besarnya rasio
bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh dan bagi hasil
bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi maka
kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak serta jumlah
pembagian laba bisa meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah
pendapatan.’

Penckanan pada konsep bagi hasil merupakan ciri yang membedakan
operasional bank syariah dari institusi bank yang lainnya. Perbankan syariah
berorientasi pada kerjasama Islami, idealnya didasarkan atas bagi hasil dan
rugi.’ Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian
ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.®

Jika dalam mekanisme pada bank konvensional menggunakan
instrumen bunga, maka dalam mekanisme pada bank syariah dengan

menggunakan instrumen bagi hasil. Salah satu bentuk instrumen

61

118

? Buku Panduan BRISyariah
* Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

*Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Press, 2008)

SAscarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 48-49
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kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam
lembaga keuangan syariah. Mekanisme lembaga keuangan syariah dengan
menggunakan sistem bagi hasil, nampaknya menjadi salah satu alternatif
bagi masyarakat bisnis.

Pembiayaan musyarakah merupakan suatu pembiayaan sebagian
kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai
dengan kesepakatan. Hasil usaha dibagi antara bank sebagai penyandang
dana dengan pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan. Pada umumnya
porsi bagi hasil ditetapkan dengan prosentase kontribusi masing-masing, dan
pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada
bank.’

Keuntungan dalam sistem yang berdasarkan kerjasama akan
tergantung pada rasio bagi hasil dan penghasilan usaha secara keseluruhan.
Bagian pengusaha dan pemberi pinjaman tidak dapat berfluktuasi secara
drastis dari bulan ke bulan. Lebih dari itu, distribusi keseluruhan keuntungan
terhadap modal antara pengusaha dan pemberi pinjaman akan ditentukan
secara lebih adil.

Akad bank syariah yang utama dan paling penting adalah akad
dengan pola bagi hasil dengan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah,

konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku fikih pada umumnya

"Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media,
2005) 119
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diasumsikan bahwa para pihak yang bekerjasama bermaksud untuk memulai
dan mendirikan suatu usaha patungan, dimana semua pihak turut
berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai
usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi.®
Biasanya, nasabah yang melaksanakan usaha patungan tersebut

dengan sebagian modal dari calon nasabah dan sebagian dari bank syariah.
Dari sini, biasanya diawali dengan akad dan juga harus disepakati tentang
bagi hasil yang akan diserahkan. Hasil yang akan diserahkan diambil dari
pendapatan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga diambil dari
keuntungan. Dan hal yang paling penting adalah pada saat akad telah
dilakukan kesepakatan kedua belah pihak tentang nisbah bagi hasilnya.
. Nisbah musyarakah menurut fatwa DSN MUI No. 15 DSN-MUI/IX/2000

Pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk
usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (Profit Sharing),
yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya
pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil
(Revenue Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan

pengelolaan dana dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.’

8Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 48-49
¥ Fatwa DSN MUI No. 15 DSN-MULTX/2000
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Metode perhitungan bagi hasil pada bank syariah dapat dilakukan dengan
salah satu dari dua metode yaitu metode profit sharing (bagi untung) dan
metode revenue sharing (bagi pendapatan), profit sharing adalah sistem bagi
hasil yang basis perhitungannya adalah dari profit yang didapat dari usaha
kerjasama, sedangkan pada revenue sharing basis perhitungannya adalah
pendapatan dari hasil kerjasama yang dilakukan oleh nasabah dan bank
syariah.

Yang membedakan antara revenue sharing dengan profit sharing terletak
pada apakah komponen biaya turut diperhitungkan atau tidak. Revenue
sharing dilaksanakan dengan mendistribusikan pendapatan kotor tampa
memperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan. a

Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan
prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing)
dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dilihat dari segi
kemaslahatan (a/-ashl/ah), saat ini pembagian hasil usaha yang paling banyak
digunakan oleh bank syariah adalah prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing).
Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam
akad.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

128

1 Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Press, 2008)
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melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.

C. Pembiayaan Musyarakah dalam fatwa DSN- MUI No. 08/DSN MUL/1V/2000
1. Pengertian Musyarakah

Pembiayaan musyarakah menurut fatwa DSN- MUI No. 08/DSN
MUI/IV/2000 merupakan suatu pembiayaan pembiayaan berdasarkan
akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di
mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan
ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai
dengan kesepakatan.'’

Musyarakah merupakan suatu akad kerjasama atau merupakan suatu
percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha
tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan
akan dibagikan sesuai dengan nisbah (bagi hasil) yang telah disepakati
dan apabila terjadi resiko kerugian akan ditanggung sesuai dengan porsi
kerjasama.'” Selain itu, musyarakah juga mempunyai suatu keunggulan
dalam kebersamaan dan keadilan baik dalam berbagi keuntungan dan

dalam resiko kerugian.

Npatwa DSN- MUI No. 08/DSN MUI/IV/2000

2Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim,
2003) 51



Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau
syarikah). Transaksi musyarakah ini dilandasi dengan adanya keinginan
para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka
miliki secara bersama-sama.

Dalam operasionalnya penerapan akad musyarakah ini didasarkan
pada fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
musyarakah. Dalam fatwa tersebut telah ditentukan sedemikian rupa hal-
hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad musyarakah tersebut.

Pengertian lain dari musyarakah adalah akad kerja sama diantara para
pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari
keuntungan. Prinsip musyarakah yaitu perjanjian antara pihak-pihak
untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan
pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati."

Pemahaman lain mengenai musyarakah merupakan suatu perjanjian
usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan
modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai
hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam
managemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat

dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing

13 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjavan dan Beberapa Segi Hukum, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2009) 82
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maupun sesuai dengan kesepakatn bersama. Apabila rugi maka kewajiban
hanya terbatas sampai batas modal masing-masing."*

Musyarakah dapat juga diartikan sebagai ikatan kerja sama yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya
kad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang
mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan
berhak mendapatkan keuntungan, sesuai dengan persetujuan yang
disepakati."

2. Dasar Hukum Musyarakah
Adapun dasar hukum dari musyarakah terdapat dalam fatwa DSN-MUI
No. 08/DSN-MUL/TV/2000, diantaranya yaitu:

1. Firman Allah QS. Shad (38): 24
t}_i;*"_f_uwnuau PR g“J o\Lis) ,.n,.:f
5o el . & 2.,
¢ U Sy olall | gleey

...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat
itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali

4 Karnaen A. Perwataatmadja, Apa dan Bagaimana Bank Isiam, (Yogyakarta: Dana Bhakti
Wakaf, 1992) 23

> Muhammad Rawwas Qal’ahji, Ensiklopedi Figh Umar bin Khathab ra, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1999) 1711
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orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat
sedikitlah mereka ini.... QS.Shad (38) '

2. Firman Allah QS. al-Ma’idah (5): 1
. J,o . ‘0 o M 0 .‘ - -
-yl 1l 5T 0 g
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....” QS. Al-
Maidah (1)"7
3. Firman Allah QS. An-Nisa’ (4): 12
vee 1 (85 18 T, g
“..maka mereka bersckutu dalam yang sepertiga itu....” QS. An-
Nisa’ (12)

4. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah

F P - 4!3/?6)/D/~ J,D:f_rj:. :11‘;5’_'3 !
th-l_o Laad) oo E*J L g_‘.‘(g;.:J G| R H I -1 Jl
Ll " 8505 U Ll 0 13

Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua
orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan
penghianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan
penghianatan terhadap yang lain, Aku keluar dari perserikatan antara
dua orang itu."®

' Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan
Penyelenggara/Penafsir Al-Qur’an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an,
(Jakarta : PT. Sygma Exa Grafika, 2007), 454

" id, 106

'8 Imam Hafidz Abu Daud, Sunan Abu Daud, ( Beirut-Lebanon: Dar Al-Kottob Al-Ilmiyah
1996) 462
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Hadis tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-
Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi
amanat kebersamaan dan menjahui pengkhianatan.

5. Kaidah figh
i o s 0 O Yy oy S0t g e

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada

dalil yang mengharamkannya”"”

3. Syarat dan Rukun Musyarakah
a. Ijab dan Kabul

Rukun syirkah merupakan sesuatu yang harus ada ketika syirkah
itu berlangsung. Rukun syirkah ini diperselisihkan oleh para ulama’,
menurut ulama’ Hanafiyah menyebutkan bahwa rukun dari syirkah
ada dua, yaitu ijab dan Kabul sebab ijab kabul (akad) yang
menentukan adanya syirkah.” jika ada yang menambahkan selain ijab
dan kabul dalam rukun syirkah seperti adanya kedua orang yang
berakad dan obyek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun

tetapi termasuk syarat.”!

YA Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) 10
2 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) 127

2! Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
129
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Adapun ijab dan kabul menurut fatwa DSN- MUI No. 08/DSN
MUI/IV/2000 yaitu: Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh
para pihak untuk menunjukkan kehendak mercka dalam mengadakan
kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit
menunjukkan tujuan kontrak (akad).

2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi,
atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.”

Jadi, Ijab dan Kabul pada pembiayaan musyarakah harus
dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan beberapa
hal diantaranya penawaran dan permintaan itu harus jelas dituangkan
dalam tujuan akad, selain itu penerimaan dan penawaran juga
dilakukan pada saat kontrak serta akad musyarakah juga harus
dituangkan secara tertulis.”

b. Pihak yang berserikat
Didalam musyarakah harus ada syarat-syarat pihak yang
berserikat diantaranya pihak-pihak yang berkontrak harus cakap

hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

22 Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN MULI/TV/2000
Blsmail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) 179-180



49

1. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan
perwakilan.

2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan
setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset
musyarakah dalam proses bisnis normal.

4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain
untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah
diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah
dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa
melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau
menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.*

Jadi, pihak yang berserikat harus memperhatikan hal-hal yang

meliputi: pihak yang berserikat harus kompeten dalam memberikan
atau diberikan suatu wewenang atau kekuasaan perwakilan dalam
kerjasama tersebut, dan mitra juga harus menyediakan dana sesuai
dengan kontrak dan pekerjaan atau proyek usaha, seorang mitra juga
harus memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis atau usaha yang

sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk

24 Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN MULIV/2000
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mengelolanya, dan seorang mitra tidak dibolehkan menggunakan dana

untuk kepentingan pribadi.

c. Obyek akad
Obyek akad pada musyarakah terdiri dari modal, kerja
keuntungan dan kerugian.”® Adapun obyek akad dalam fatwa DSN-
MUI No. 08/DSN MUI/IV/2000 masing-masing ditentukan oleh hal-
hal berikut diantaranya:
1. Modal

a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang
nilainya sama.

b. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-
barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset,
harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh
para mitra.

c. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan,
menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah

kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

» Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media,
2005) 121
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d. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada
jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan,

LKS dapat meminta jaminan.

Modal musyarakah pada dasarnya harus ditentukan dengan
jelas dalam kontrak. Masing-masing pihak dapat menyerahkan
sebagian modal dan para mitra tidak dituntut untuk memberikan
modal dalam jumlah yang sama.’® Modal yang diinvestasikan oleh
setiap mitra harus dalam bentuk modal liquid. Hal ini berarti bahwa
akad musyarakah hanya dapat diberikan dengan uvang tunai, emas,
perak atau lainnya yang nilainya sama.’’ Apabila modalnya dalam
bentuk asset maka harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai sebelum
kontrak dan telah disepakati oleh para mitra.

Modal musyarakah tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan
kepada pihak iain kecuaii atas dasar kesepatan bersama antara para
mitra.?® Dan pada prinsipnya didalam pembiayaan musyarakah tidak

ada jaminan, akan tetapi untuk menghindari sesuatu yang tidak

%Abdullah Saced, Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-
Revivalis, (Jakarta: Paramadina, 2004) 89

%7 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011 ) 54

2 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesis, (Jakarta: Kencana Prenada Media,
2005) 121
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diinginkan seperti wanprestasi, maka lembaga keuangan syraiah
(LKS) diperkenankan untuk meminta jaminan kepada mitranya.”’
2. Kerja
a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar
pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi
kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra bolch
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan
dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan

tambahan bagi dirinya.

b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas
nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-
masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam
kontrak.”

Pada pembiayaan musyarakah dijelaskan bahwa setiap mitra
mempunyai hak untuk ikut serta dalam managemen dan bekerja untuk
usaha patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat
bahwa managemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari
mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi managemen dari

musyarakah. Dalam kasus seperti ini sleeping partner akan

? Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) 180
30 Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN MUIIV/2000
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memperoleh bagian keuntungan sebatas inveastasinya dan proporsi
keuntungan juga hanya sebatas penyertaan modalnya.’!

Kedudukan dari pemilik dana dan pengelola didalam
musyarakah adalah partnership atau mitra, dimana setiap mitra harus
melaksanakan kerja atas nama pribadi dan wakil dari mitranya, karena
pada dasarnya kemitraan merupakan suatu hubungan kontraktual
antara seseorang dalam suatu bisnis dengan tujuan umtuk
mendapatkan keuntungan.*? Jadi kedudukan antara pemilik dana dan
pengelola dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3. Keuntungan
a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu
alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara
proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada
jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi

seorang mitra.

n Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011 ) 57
%2 Hirsanudin, Hukum Perbankan Syarigh di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Press, 2008) 1
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c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu
diberikan kepadanya.

d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas
dalam akad.”

Dasar bagi hak terhadap keuntungan musyarakah adalah
modal partisipasi aktif dalam usaha musyarakah dan tanggung jawab.
Keuntungan harus didistribusikan kepada pihak-pihak dalam usaha
berdasarkan proporsi yang ditetapkan bagi mercka diawal
(perjanjian). Dan seorang mitra boleh mengusulkan apabila
keuntungan dari usaha melebihi jumlah tertentu, maka kelebihan
tersebut boleh diberikan kepadanya. Bagian dari masing-masing pihak
dari keuntungan tersebut harus ditentukan dalam proporsi atau
persentase.”*

4. Kerugian
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara
proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
Apabila terjadi kerugian dalam usahanya maka setiap

mitra menanggung kerugian sesuai porsi investasinya.

% Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN MUL/IV/2000
* Hirsanudin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Press, 2008) 35
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Menurut Imam Syafi’i, porsi kerugian dari masing-masing
mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya.
Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad,
kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan

modal masing-masing.*>’

4. Biaya Operasional dan Persengketaan
1. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

35 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011 ) 54



BAB IV

ANALISIS FATWA DSN MUI NO.15/DSN-MUI/IX/2000
TERHADAP SISTEM PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN NISBAH
MUSYARAKAH BANK BRI SYARTAH WARU GATEWAY

A. Analisis terhadap Sistem Perhitungan dan Pembagian Nisbah Musyarakah
Bank BRI Syariah pada Produk Retail

Pembiayaan Musyarakah pada Bank BRI Syariah merupakan akad
kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk membiayai suatu usaha, dimana
masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal). Dalam hal ini
bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha. Keuntungan
yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama
dan pengelolaan kegiatan usaha dipercayakan kepada nasabah.

Untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh dari usaha
tersebut, maka nasabah wajib menyampaikan laporan berkala terhadap
perkembangan usaha kepada bank. Bank mempunyai hak untuk turut ikut
campur terhadap kebijakan usaha, dalam hal ini biasanya bank ikut
berpartisipasi dalam bidang keahlian managerial. Keuntungan dari usaha
tersebut dibagi menurut perbandingan nisbah bagi hasil yang telah disepakati

bersama diawal perjanjian dan pada saat akhir masa kerjasama, nasabah harus

56
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mengembalikan modal usaha kepada pemilik dana, dan apabila usaha nasabah
mengalami kerugian atau gagal usaha maka akan ditanggung bersama secara
proporsional menurut besarnya porsi dana masing-masing.

Apabila kerugian tersebut akibat dari kelalaian pihak nasabah maka
kerugian tersebut akan ditanggung oleh nasabah, begitu pula sebaliknya
apabila kerugian tersebut diakibatkan dari kelalaian pihak bank maka
kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak bank.

Untuk mengantisipasi terjadinya suatu hal yang tidak diduga dan
tidak diinginkan seperti wanprestasi yang dapat menyebabkan kerugian,
maka bank dapat meminta jaminan kepada nasabah sesuai dengan prinsip
kehati-hatian yang dijalankan oleh bank. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan
musyarakah tidak ada jaminan, namun dalam rangka prinsip kehati-hatian,
maka bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah.

Apabila nasabah tidak melakukan kewajiban atau melakukan
pelanggaran terhadap kesepakatan, maka bank dapat mengenakan ganti rugi
atas biaya kerugian yang dialami dan jaminan yang diterima oleh pihak bank
syariah, hanya dapat dilelang apabila nasabah terbukti melakukan
pelanggaran terhadap kesepakatan pembiayaan musyarakah.

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan musyarakah
adalah bentuk modal pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Modal

yang diberikan dalam bentuk tunai bukan dalam bentuk piutang atau tagihan,
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Tetapi tidak menutup kemungkinan juga modal tersebut dalam bentuk
barang. Dalam hal pembiayaan dalam bentuk barang, maka barang yang
diserahkan harus dinilai terlebih dahulu secara tunai atas dasar harga pasar
(net realizable value) dan telah disepakati bersama oleh para mitra.

Pada saat akad sedang berlangsung, porsi dana dari masing-masing
pihak telah jelas dinyatakan jumlah, jenis dan besaranya, selain itu juga telah
mencantumkan bagi hasil yang ditujukan untuk keduwa belah pihak yang
dinyatakan dalam bentuk nisbah dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati
bersama tersebut tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan
kecuali atas dasar kesepakatan dari para pihak.

BRI Syariah mempunyai produk lending yang salah satunya adalah
pembiayaan retail iB BRIS. Pembiayaan retail iB BRI Syariah merupakan
pembiayaan diatas 500 juta — 5 Milyar yang memiliki tujuan untuk
pengembangan usaha dengan menggunakan akad musyarakah yang
merupakan pembiayaan usaha dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Dalam hal pembagian keuntungan yang akan dibagi hasilkan, BRI
Syariah menggunakan metode bagi pendapatan (Revenve Sharing) yang
berarti pembagian keuntungannya diperoleh dari pendapatan tanpa dikurangi
biaya, adapun formula perhitungannya adalah plafond x margin/revenue,
dimana pada perhitungan dan pembagian nisbah tersebut terdapat unsur

margin, sehingga terlihat kesenjangan bahwasanya musyarakah memakai
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unsur margin, dan pada umumnya prinsip bagi hasil hanya ada pada akad
musyarakah dan mudharabah sedangkan prinsip jual beli ada pada akad
murabahah.

Pada dasarnya kalau dilihat dari formula perhitungan dan pembagian
nisbah pada produk retail awalnya memang terlihat kesenjangan karena
pembiayaan musyarakah menggunakan unsur margin, tetapi setelah diteliti
lebih lanjut lagi, sebab asal dari menggunakan unsur margin tersebut,
ternyata dilihat dari hasil laporan keuangan perusahaan nasabah selama 3
tahun terakhir dan prosentase keuntungan yang diharapkan dari hasil usaha
tersebut bisa berubah, sedangkan margin yang ada pada murabahah sudah
ditentukan diawal dan tidak bisa berubah, sehingga margin yang ada pada
musyarakah tersebut bukan seperti margin yang ada pada murabahah.

Jadi, pada dasarnya margin tersebut merupakan prosentase
keuntungan yang diharapkan dari hasil usaha nasabah yang bisa berubah, hal
tersebut peneliti peroleh dari hasil wawancara dilapangan, memang kalau
sekilas dilihat keduanya sama-sama merupakan prosentase keuntungan, akan
tetapi kalau diteliti lagi sebenarnya keduanya merupakan dua hal yang

berbeda.
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B. Analisis Fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MULI/IX/2000 terhadap Sistem
Perhitungan dan Pembagian Nisbah Musyarakah Bank BRI Syariah pada
Produk Retail

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang
menggunakan prinsip-prinsip syariah, selain itu payung hukum yang
digunakan dalam menilai operasional bank syariah adalah hukum Islam,
dalam hal ini bank syariah menggunakan landasan hukum dari fatwa Dewan
Syariah Nasioanl- Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI).

Sistem perhitungan dan pembagian nisbah musyarakah yang
digunakan pada bank BRI Syariah menggunakan metode Revenue Sharing
atau bagi pendapatan yaitu pembagian pendapatan tanpa mengurangi
komponen biaya, adapun formula perhitungan dan pembagian nisbah
musyarakah produk retail yaitu plafond x margin/revenue, dimana pada
perhitungan dan pembagian nisbah tersebut terdapat unsur margin, dan
margin tersebut pada dasarnya merupakan prosentase keuntungan yang
diharapkan dari hasil usaha nasabah yang bisa berubah.

Pada dasarnya prinsip bagi hasil salah satunya ada pada akad
musyarakah, dimana pembiayaaan musyarakah merupakan akad kerjasama
atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha
tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan

akan dibagikan sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati dan resiko akan
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ditanggung sesuai porsi kerjasama. Sedangkan prinsip jual beli hanya ada
pada akad murabahah, dimana pembiayaan murabahah merupakan jual beli
barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati,
keuntungan yang diperoleh dinamakan margin dan margin tersebut sudah
ditentukan diawal dan tidak bisa berubah .

Dengan demikian, pada sistem perhitungan dan pembagian nisbah
musyarakah pada produk retail BRI Syariah menggunakan metode revenue
sharing tanpa mengurangi komponen biaya, dimana pada pembagian nisbah
tersebut menggunakan formula yang telah dijelaskan diatas, sehingga sistem
perhitungan dan pembagian nisbah tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN
MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 selain itu, pada formula perhitungan dan
pembagian nisbahnya tidak ada jumlah yang ditentukan diawal dan
ditetapkan oleh pihak bank, dan sistem pembagian keuntungannya pun juga
sudah tertuang dengan jelas pada saat akad berlangsung, sehingga hal
tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUL/TV/2000.

Pada sistem perhitungan dan pembagian nisbah tersebut, penentuan
besarnya rasio atau nisbah bagi hasil juga dibuat pada waktu akad, besarnya
rasio bagi hasil juga berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh dan
bagi hasil tersebut bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan,
serta jumlah pembagian keuntungan juga bisa meningkat sesuai dengan

peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh nasabah.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Sistem perhitungan dan pembagian nisbah musyarakah bank BRI Syariah
Waru Gateway pada produk retail yaitu menggunakan metode Revenue
Sharing dimana pembagian pendapatannya tanpa mengurangi komponen
biaya. Adapun formula perhitungannya adalah plafond x margin/revenue,
dimana pada sistem perhitungan dan pembagian nisbah produk retail
tersebut terdapat unsur margin yang pada dasarnya margin tersebut
merupakan prosentase keuntungan yang diharapkan dari hasil usaha yang
bisa berubah.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 mengenai prinsip
distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah bahwa, sistem
perhitungan dan pembagian nisbah musyarakah bank BRI Syariah Waru
Gateway pada produk retail sudah sesuai karena dalam sistem
perhitungan nisbahnya menggunakan metode Revenue Sharing yang
pembagian pendapatannya tanpa mengurangi komponen biaya. Selain itu
pada fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
musyarakah juga sudah sesuai dimana pada sistem perhitungan dan

pembagian nisbah musyarakah pada produk retail tersebut tidak ada
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jumlah yang ditentukan diawal dan ditetapkan oleh pihak bank dan
sistem pembagian keuntungan tersebut sudah tertuang dengan jelas
dalam akad. Dan besarnya rasio bagi hasil juga berdasarkan pada jumlah
keuntungan yang diperoleh oleh nasabah serta penentuan besarnya rasio

atau nisbah bagi hasil juga dibuat pada waktu akad.

B. Saran

1.

Bagi pihak Bank BRI Syariah Waru Gateway diharapkan dapat
meningkatkan sistem pelayanan dan transparansi dalam sistem
perhitungan dan pembagian nisbah musyarakah pada produk retail
schingga tidak menimbulkan kesalahfahaman.

Diharapkan bagi pihak nasabah untuk lebih teliti dan cermat terhadap
sistem perhitungan dan pembagian nisbah yang ditawarkan oleh pihak

bank.
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